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Keterangan:
Pernyataan Sikap berikut merupakan buah pemikiran dan aspirasi yang telah disusun pertama kali pada 

bulan Agustus 2023, menyambung kegiatan Forum PPI Jerman No. 7, yang pemaparan narasumber 

serta diskusi lanjutan nya menjadi bahan utama pertimbangan penyusunan butir-butir Pernyataan Sikap 

PPI Jerman berikut oleh Departemen Riset, Pendidikan, dan Kajian Strategis periode kepengurusan 

2022/2023. Karena alasan teknis, publikasi dokumen ini tertunda dan berpindah tangan pada 

Departemen Riset dan Kajian Strategis periode kepengurusan 2023/2024 yang meratifikasinya pada 

PPI-PPI Kota tanpa melakukan suntingan yang mengubah substansi dari versi Agustus 2023.

Setelah menimbang dan mencermati aspek-aspek dan berbagai sudut pandang yang ada mengenai 

pelarangan ekspor bahan mentah dalam konteks kebijakan hilirisasi industri dan transformasi 

struktur ekonomi Indonesia, prinsip-prinsip pembangunan daerah yang berkeadilan dan inklusif, 

tren global peralihan energi terbarukan dan elektro-mobilitas, serta konvensi perdagangan global, 

PPI Jerman menyatakan sikap mengenai substansi-substansi pembahasan sebagai berikut.

Substansi pertama: Filosofi Pembangunan Indonesia
1. Mendukung kebijakan hilirisasi SDA mineral nikel sebagai upaya untuk meningkatkan neraca

ekspor Indonesia secara signifikan dalam perdagangan global.

2. Menyayangkan fasilitas fiskal atau rendahnya pajak yang dikenakan kepada

perusahaan-perusahaan ekstraksi dan pengolah nikel, serta menuntut peningkatan penerimaan



negara berikut distribusinya terutama kepada APBD provinsi dan kabupaten/kota di mana

perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi.

3. Menuntut internalisasi dampak-dampak negatif ekstraksi bijih nikel terhadap lingkungan,

Masyarakat Adat, dan masyarakat desa setempat sebagai perwujudan prinsip pembangunan

daerah yang inklusif. Perlu disoroti juga minimnya public goods yang disediakan untuk rakyat

daerah penghasil nikel, sehingga ekstraksi besar-besaran yang dilakukan tidak memberi dampak

pembangunan kepada daerah setempat.

4. Menghimbau untuk lebih mengedepankan kegiatan ekstraksi yang berkelanjutan dan inklusif

sebagai pengamalan sila ke-5 Pancasila, yakni perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia, dan juga semangat restorasi lingkungan sebagai spirit zaman.

Substansi kedua: Teknis Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Nikel
5. Mendorong pembatasan signifikan kuantitas ekspor bijih mentah nikel sebagai upaya

penegakkan kedaulatan Indonesia atas pemanfaatan kekayaan SDA yang ada di dalam bumi

Indonesia untuk kepentingan pembangunan inklusif di Indonesia serta pemerataan

perkembangan regional.

6. Mendukung peninjauan lebih kritis atas campur tangan organisasi dan institusi internasional

sebagai upaya untuk mempertahankan hegemoni ekonomi negara-negara “maju” atas

negara-negara “berkembang” yang menggerus kedaulatan Indonesia dalam pembuatan

kebijakan-kebijakan yang mengedepankan kepentingan nasional.

7. Dengan mengedepankan poin ke - 5 dan ke - 6, mendukung peninjauan ulang atas strategi

pembatasan ekspor bijih mentah nikel agar dapat lebih dapat diterima komunitas internasional,

dengan menimbang-nimbang aturan konvensi perdagangan global yang di advokasikan oleh

WTO.

8. Mendukung peninjauan hubungan antara kebijakan “pelarangan ekspor” dan aktivitas

mafia-mafia dalam penambangan dan ekspor ilegal nikel, serta mengapresiasi upaya penegakan

hukum yang konsisten terhadap para pelaku tambang dan ekspor ilegal SDA mineral Indonesia.



Substansi ketiga: Mendorong Inovasi sebagai Strategi Hilirisasi
9. Menekankan pentingnya kesadaran atas budaya-budaya negatif yang menghambat

pengembangan ekonomi di Indonesia, seperti keberadaan aktor-aktor makelar yang

meningkatkan biaya pembangunan dan dominansi pemikiran jangka pendek.

10. Mengapresiasi upaya pemerintah untuk mengundang berbagai aktor industri inovasi internasional

untuk berpartisipasi pada kegiatan industri yang berkaitan dengan nikel, seperti produksi baterai

dan produk-produk yang berkaitan dengan ekonomi hijau.

11. Mendukung proses pengusahaan hilirisasi nikel dengan pengembangan hilirisasi nikel hingga

industri turunan terkait (seperti industri produksi baterai) yang mengedepankan pengembangan

knowledge-base economy dan technology transfer, dengan tujuan agar pelaku-pelaku industri

dan tenaga akademis Indonesia juga bisa turut ikut berperan dalam proses penelitian dan

pengembangan teknologi terkait, dan menjadi bibit-bibit industri high-tech baru di Indonesia.

12. Memanfaatkan momentum hilirisasi ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan peluang

profesional bagi SDM Indonesia di dalam maupun luar negeri, untuk dapat berkontribusi secara

langsung maupun tidak langsung dalam upaya industrialisasi Indonesia yang berhulu pada

ekstraksi komoditas nikel.
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